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ABSTRAK 
 
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan masalah yang menarik dan 
menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Perlindungan Konsumen menjelaskan 
bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan 
keselamatan dalam mengomsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih 
barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk 
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak 
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian, apabila barang 
dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; dan sebagainya. Salah satu sengketa konsumen adalah yang terjadi 
antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane yang diselesaiakan 
melalui jalur litigasi dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa 
konsumen dan mengetahui putusan hakim antara PT Bank Danamon, Tbk dengan 
Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka putusan BPSK dalam 
perkara aquo harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Consumer Protection Law is an interesting issue and is a concern of 
the Government of Indonesia. Consumer Protection explains that consumer rights 
include the right to comfort, security and safety in consuming goods and or 
services; the right to choose goods and or services and to obtain said goods and or 
services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees 
promised; the right to be treated or serviced properly and honestly and not 
discriminatory, the right to get compensation, compensation and or replacement, 
if the goods and or services received are not in accordance with the agreement or 
not as intended; etc. One of the consumer disputes is what happened between PT 
Bank Danamon, Tbk and Indra Lesmana Pane, which was settled through 
litigation with the decision of the Panel of Judges at the Rantau Prapat District 
Court. This study aims to determine the resolution of consumer disputes and 
determine the judge's decision between PT Bank Danamon, Tbk and Indra 
Lesmana Pane in the Rantau Prapat District Court. The results of this study 
indicate that the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is not authorized 
to examine and adjudicate the Aquo case, so the decision of the BPSK in the 
Aquo case must be canceled and has no legal force. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
 
  
 
 
 
MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keinginan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh ” 
(Confusius) 
 
 
 
“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri” 
(Franklin D.Roosevelt) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hukum Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan 
menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal in dapat dilihat dari peraturan 
perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan 
hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya 
mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan semakin berkembangnya 
transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai 
perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi 
perhatian dunia.1 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan atau jasa; hak untuk 
memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk 
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;hak 
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian, apabila barang 
dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; dan sebagainya. 
                                                          
1M. Sadar, Moh. Taufik Makaro dan Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia, Jakarta: Akadmia, hal. 1 
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Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu 
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan, pelaku usaha adalah 
setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi.  
Di dalam pasal 1 butir c Undang-undang Noor 8 Tahun 1999 menyebutkan 
istilah pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang 
berbentuk badan hukum maupun yang bukan merupakan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum 
Negara Republik Indonesia baik sendiri bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk 
yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban produk 
yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut: 
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 
2. Prinsip paduga untuk selalu bertanggung jawab 
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab 
4. Prinsip tanggung jawab mutlak2 
Pasal 6 Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha 
anatara lain hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak 
baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
sengketa hukum konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti 
secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan serta hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai 
kewajiban pelaku usaha di mana kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik 
dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberi informasi yang benar, jelas dan 
jujur mengenai kondisi dan jaminan barag dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani 
                                                          
2Adrian Sutedi, 2008, Tanggung jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, hal.32 
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konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang 
dan/atau jasa yang diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 
standar mutu barang dan/atau jasa yang berlak, dan Memberi kesempatan kepada 
konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 
diperdagangkan. 
Perlindungan konsumen yang justru melemah apabila berhadapan dengan 
produk-produk barang atau jasa yang diselenggarakan oleh perusahaan-
perusahaan besar. Namun dalam kenyataannya seringkali rakyat sebagai 
konsumen justru tidak terlindungi kepentingannya. Perusahaan pemerintah 
menetapkan harga/tarif semaunya, menetapkan perjanjian baku yang ketat, 
prosedur akses barang/atau jasa yang berbelit, bahkan kualitas konsumen tidak 
bias memilih dan ahrus memakai barang/jasa tersebut karena merupakan 
kebutuhan pokok. Hal ini sangat ironis apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi 
pemerintahan yang justru memberikan perlindungan bagi rakyat. 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa memberikan alternatif penyelesaian sengketa selain 
penyelesaian sengketa melalui litigasi system peradilan yakni melalui arbitrase 
serta cara lainnya yaitu dengan jalan konsultasi, negosiasi, mediasi dan 
konsiliasi.3 
                                                          
3Dhaniswara K. Hardjono, 2009, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakrta: Pusat Pengembangan Hukum 
dan Bisnis Indonesia, hal. 185 
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Salah satu sengketa konsumenadalah yang terjadi antara PT Bank Dnamon, 
Tbk dengan Indra Lesmana Pane yang diselesaikan melalui jalur litigasi dengan 
putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. 
B. Rumusan Penelitian  
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim di dalam permohonan kebertan atas 
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten 
Batu Bara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 
No. 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP? 
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat Nomor No. 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP yang 
memabtalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam permohonan 
keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara di dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat Nomor No. 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP 
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat Nomor No. 123/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP yang 
membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
dalam bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
khususnya hukum perlindungan konsumen 
2. Manfaat Praktis  
Sebagai bahan masukan bagi para praktisi di bidang hukum perdata 
khususnya di bidang penyelesaian sengketa konsumen dan bagi 
masyarakat dapat memberikan wawasan tentang penyelesaian sengketa 
konsumen dan hukum perlindungan konsumen 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Masalah 
 Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka 
metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu hasil 
suatu penelitian yang menelaah kaidah-kaidah hukum. Penulis berusaha untuk 
menjawab kesenjangan mengenai isu hukum yang diangkat,  
Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum 
bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang 
bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku 
masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek 
kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, social dan budaya. Berbagai temuan 
lapangan yang bersift individual. Penelitian hukum merupakan suatu proses 
guna menjawab isu hukum. Isu hukum Mempunyai posisi sentral di dalam 
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penelitian hukum,  karena isu tersebutlah yang harus dipecahkan dalam 
penelitian hukum.  Penelitiam di awali dengan merumuskan masalah.Masalah 
timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan. Isu hukum 
juga timbul karena adanya dua proposisi yang saling berhubungan satu dengan 
lainnya. 4 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis,  
karena dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan 
melaporkan secara rinci, sedangkan analisis berarti dalam menganalisis hadil 
penelitian dengan cara mengelompokan,  menghubungkan, membandingkan 
dan memaknai daripenyelesaian sengketa konsumen antara PT Bank Danamon, 
Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat5 
3. Sumber dan Jenis Data 
Sumber data yang digunakan adalah data sekinder dan data primer. Data 
sekunder dalam penelitjan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan baham hukum tertier,  yang masing-masing meliputi sebagai 
berikut :  
a. Bahan Hukum Primer,  yaitu Kitab Undang-undanh Hukum Perdata 
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlimdungan 
Konsumen.  
                                                          
4Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media  Group, hal. 57 
5Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal. 97-98 
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b. Bahan Hukum Sekumder yaitu bahan-baham yang isinya membahas 
bahan hukum primer  
1) Makalah-makalah  
2) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas peran 
mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan 
penyelesaian sengketa konsumen antara PT Bank Danamon, 
Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat. 
3) Artikel-artikel dan laporan-lapiran dari media massa (Surat 
Kabar,  jurnal hukum,  majalah dan sebagainya)  
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang 
bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan hukjm sekunder, terdiri dari  
1) Kamus hukum 
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan 
hukum primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier untuk 
memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada.  
Guna melengkapi data,  selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan 
data primer yang diperoleh dari narasumber sebagai data pelengkap.Oleh karena 
itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua)  alat 
pengumpul data yaitu studi kepustakaan dan wawancara 
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a. Studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti 
yangvkuat yang dilkukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan 
perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan objek 
penelitian.  Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan 
yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk 
kepentingan analisis.   
b. Wawancara yaitu pengumpulan data atau pencarian data dengan 
menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka dengan 
para pihak dalam sengketa konsumen yakni PT Bank Danamon, Tbk dan 
Indra Lesmana Pane serta majelis hakim, yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang 
sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara dalam penelitian ini 
bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok hanya sebagai 
tambahan atau pelengkap. 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara 
menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-
undangan dan pengertian hukum 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
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B. Perumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Perlindungan Konsumen 
B. Pengertian Pelaku Usaha 
C. Hak-hak Pelaku Usaha 
D. Kewajiban Pelaku Usaha 
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
F. Tahapan-tahapan di dalam Proses Peradilan Perdata 
Sengketa Konsumen 
G. Putusan di dalam Perkara Perdata Sengketa Konsumen 
BAB III HASIL PENELITIAN 
A. Hasil Penelitian 
B. Pembahasan  
1. Penyelesaian sengketa konsumen antara PT 
Bank Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana 
Pane di Pengadilan Ngeri Rantau Prapat 
2. Putusan Hakim di dalam sengketa konsumen 
antara PT Bank Danamon, Tbk dengan Indra 
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Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat 
BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Perlindungan Konsumen 
Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum, dimana 
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 
kepentingan,perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan 
dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum 
adalah mengurusi hak dan kepentingan anusia,sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan 
dilindungi.6 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir 
dari suatu ketentuan hukum dan segala perturan hukum yang diberikan oleh 
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat. 
Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji, 
karena focus kajian ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada 
masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang 
                                                          
6http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/hukum-perlindungan-konsumen.html 
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berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek 
yuridis.7 
Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa inggris, yaitu legal 
protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut theorie van de 
wettelijke bescherming dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der 
rechtliche schutz.8 
Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal 
(perbuatan) memperlindungi.Memperlindungi adalah menyebabkan atau 
menyebabkan berlindung.Arti berlindung meliputi (1) menempatkan dirinya 
supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi atau (3) minta petolongan.Sementara itu, 
pengertian melindungi meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau Nampak, 
(2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan 
pertolongan.9 
Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 
terhadap hak azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan 
oleh hukum.10 
Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan sebagai 
berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan 
                                                          
7Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 
Disertasi, Jakrta: Rajawali, hal. 259 
8Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Ibid 
9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hal. 526 
10Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya  Bhakti, hal. 54 
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(memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk 
memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.11 
Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu 
1. Perlindungan yang bersifat preventif 
Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan 
hukum yang sifatnya pencegahan.Perlindungan memberikan 
kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan kebertan (inspraak) atas 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk 
yang definitif. 
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang 
didasarkan pada kebebasan bertindak.Dan dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk 
berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan azaz 
freies ermessen dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai 
pendaptnya mengenai rencana keputusan tersebut. 
2. Perlindungan represif 
Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk 
menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat 
berbagai badan yang secara parsial  menangani perlindungan hukum 
                                                          
11Maria Theresia Geme,  2012, Perlidungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam 
Pengelolaan Cagar Alam Watu Atau Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur,  Disertasi 
Program Doktor Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 99 
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bagi rakyat yang dikelompokkan menjadi dua badan yakni pengadilan 
dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang 
merupakan lembaga banding administrasi 
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak azasi manusia (HAM) yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum.12 
Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa 
hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif 
dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa 
hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara 
social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.13 
Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan 
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 
preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 
berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk 
                                                          
12 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 53 
13Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja 
Rusdakarya, hal. 118 
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menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 
lembaga peradilan.14 
Patut di catat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan 
hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan 
keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian 
hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada 
umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, 
namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 
bersamaan. 15 
B. Pengertian Pelaku Usaha 
Pasal 1 butir c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan dengan 
istilah pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan dengan istilah pelaku usaha, 
yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 
maupun yang bukan merupakan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik 
sendiri bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
                                                          
14Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Nagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 
hal.2 
15http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id 
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Adapun pihak lain yang selalu berkaitan dengan konsumen yaitu produsen 
atau pengusaha atau pelaku usaha. Produsen secara sempit mempunyai arti yaitu 
pada umumnya sebagai penghasil (yang menghasilkan barang-barang).16 Ada juga 
yang menggunakan istilah pengusaha yaitu seseorang yang melakukan atau 
menyuruh melakukan perusahaan.17 
Produsen adalah pihak yang menghasilkan suatu produk yang mana unsur 
yang terangkum dalam suatu produk antara lain keistimewaan produk, pelayanan, 
jaminan, kemasan ataupun cap dagang.18 
C. Hak-Hak Pelaku Usaha 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
Adapun pihak lain yang selalu berkaitan dengan konsumen yaitu produsen 
atau pengusaha atau pelaku usaha. Produsen secara sempit mempunyai arti yaitu 
pada umumnya sebagai penghasil (yang menghasilkan barang-barang).19 Ada juga 
yang menggunakan istilah pengusaha yaitu seseorang yang melakukan atau 
menyuruh melakukan perusahaan.20 
                                                          
16W.J.S. Poerwadarminta., 1997, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal 769 
17H.M.N. Purwasutjipto., Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang  Indonesia. Pengertian Hukum 
Dagang Jambatan. Jakarta. hal. 42 
18W.J.S. Perwadarminta. Op Cit. hal. 1090 
19W.J.S. Poerwadarminta., 1997, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal 769 
20H.M.N. Purwasutjipto., Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang  Indonesia. Pengertian Hukum 
Dagang Jambatan. Jakarta. hal. 42 
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Produsen adalah pihak yang menghasilkan suatu produk yang mana unsur 
yang terangkum dalam suatu produk antara lain keistimewaan produk, pelayanan, 
jaminan, kemasan ataupun cap dagang.21 
Dalam Pasal 6 Undang-udang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak 
pelaku usaha, yaitu : 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan 
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang bertikad tidak baik 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian sengketa hukum konsumen 
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan 
5. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya 
D. Kewajiban Pelaku Usaha 
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewajiban 
pelaku usaha adalah : 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
                                                          
21W.J.S. Perwadarminta. Op Cit. hal. 1090 
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2. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau serta memberi penjelasan penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif 
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi  dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan 
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian 
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yakni pada BAB X Pasal 45, di atur mengenai 
Penyelsaian Sengketa yang mengatur sebagai berikut : 
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
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konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum 
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa 
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut tidak meghilangkan 
tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau oleh pihak 
yang bersengketa 
Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
yang dirumuskan sebagai berikut : 
1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerugian, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atu penggantian barang dan atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
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3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi 
4. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan 
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai 
adanya unsur kesalahan 
5. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen 
Tanggung jawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika 
hukum yang berbeda.Ada yang mengatakan tanggung jawab produk sebagai 
bagian dari hukum perikatan, hukum perbuatan melawan hukum, hukum 
kecelakaan da nada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum 
konsumen.Pandangan yang lebih maju menyatakan tanggung jawab produk ini 
sebagai bagian hukum tersendiri. 
Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas 
landasan adanya hal-hal sebagai berikut : 
1. Pelanggaran jaminan (breach of warranty) 
2. Kelalaian (negligence) 
3. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 
Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab produsen 
terhadap kerugian konsumen dapat terjadi karena perjanjian maupun karena 
perbuatan melawan hukum.Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen 
dengan pengusaha, maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. 
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Dasar hukum pemberian ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan 
adalah Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga 
karena tak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” 
Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri atas dua factor, yaitu : 
1. Kerugiaan yang nyata-nyata diderita 
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh 
Perlindungan hukum bagi konsumen akibat wanprestasi tercantum dalam 
asal 1267 KUH Perdata, yaitu : “Pihak terhadap siapa perikatan dipenuhi, dapat 
memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilaksanakan atau memaksa pihak yang 
lain untuk memenuhi persetujuan ataukah ia akan menuntut pembatalan 
persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”. 
Kemudian Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “Tiap perbuatan 
melanggar hukum yang membawa kerugiaan kepada orang lain, mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut” 
Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan tentang 
tanggung jawab pelaku usaha dan pelaksanaannya, yaitu : 
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1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang 
dan/atau yang dihasilkan atau diperdagangkan 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 
7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan 
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat 
(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen 
Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sendiri disebutkan bahwa 
pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas 
kerugian yang diderita konsumen, apabila : 
1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak di edarkan atau tidak di 
maksudkan untuk di edarkan 
2. Cacat barang timbul pada kemudian hari 
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3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi 
barang 
4. Kelalaian yang di akibatkan oleh konsumen 
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di 
beli atau lewat jangka waku yang telah di tentukan 
F. Tahapan-tahapan di dalam Proses Peradilan Perdata Sengketa  
Konsumen 
Proses perkara perdata atau acara perdata sendiri di mulai dari pendaftaran 
gugatan ke Pengadilan Negeri melalui panitera Pengadilan Negeri, registrasi, 
penetapan tanggal dan hari siding. Pada saat persidangan perkara perdata hakim 
tunggal atau majelis hakim yang terdiri dari satu ketua, dan dua hakim anggotan 
dan dilengkapi oleh sebagai panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. Pihak 
penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat 
disebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim. Apabila persidangan 
berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri atas 
siding pertama sampai dengan putusan hakim, dengan melewati prosesi 
pembacaan gugatan, perdamaian, jawaban tergugat, replik, duplik, mendengarkan 
saksi ahli, pemeriksaan setempat, pemeriksaat surat-surat bukti, pembuktian, 
musyawarah hakim sampai akhirnya putusan hakim.22 
Proses perkara perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata yang di 
dalamnya memiliki asas-asas yang penting dalam hukum acara perdata yakni 
sebagai berikut : 
                                                          
22Sophar Maru Hutagalung, 2010, Praktik Peradilan Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54 
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1. Hakim bersifat menunggu 
 Dalam hukum acara perdata bahwa inisiatif untuk mengajukan 
tuntutan hak atau gugatan diserahkan sepenuhnya kepada yang 
berkepentingan bahwa ada atau tidak adanya perkara ditentukan oleh 
seseorang atau beberapa orang yang merasa dan dirasa bahwa hak atau hak 
mereka dilanggar yang mengakibatkan adanya kerugian dari pihak tadi. 
 Apabila perkara telah diajukan ke muka persidangan maka hakim 
harus mengadili perkara dan tidak boleh menolak perkara sekalipun 
hukumnya tidak ada atau kurang jelas, larangan menolak ini disebabkan 
oleh suatu anggapan hakim tahu hukumnya. 
 Kalau sekiranya tidak dapat menukan hukum tertulis maka hakim 
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam 
masyarakat.23 
2. Hakim bersifat pasif 
 Menurut Lilik Mulyadi, hakim yang pasif dapat ditinjau dari dua 
sisi yaitu 24 
a. Apabila ditinjau dari visi datangnya perkara, maka ada atau tidaknya 
gugatan tergantung kepada mereka yang merasa dan dirasa bahwa 
haknya telah dilanggar orang lain 
                                                          
23 Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kelima, Yogyakarta: 
Liberty, hal. 8  
24Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, 
Bandung: Sumur, hal. 17  
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b. Apabila ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup serta 
kelanjutan pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk 
menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada 
peristiwa yang diajukan para pihak (secundum allegant indicare). 
3. Persidangan Terbuka untuk Umum 
 Sidang pemeriksaan pengadilan asasnya adalah terbuka untuk 
umum artinya setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan, 
pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari persidangan terbuka untuk 
umum adalah untuk menjamin peradilan yang adil, tidak memihak dan 
benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni meletakkan 
peradilan di bawah pengawasan umum kecuali karena kepentingan 
kesusilaan, hakim dapat menyimpang misalnya perkara perceraian 
karena perzinahan. 
4. Mendengar kedua belah pihak 
 Asas ini menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, artinya pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang 
5. Ketidakharusan mewakilkan 
 Asas ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat 
menghadap sendiri di muka pengadilan artinya tidak wajib menunjuk 
kuasa hukum atau penasehat hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan di 
pengadilan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
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6. Putusan harus disertai dengan alasan 
 Asas ini diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 195 RBg ayat 
(1) yang mengatakan bahwa di dalam putusan harus dimuat ringkasan 
gugatan dengan jelas serta alasan putusan. 
7. Beracara dikenai biaya 
 Untuk beracara dikenakan biaya perkara (Pasal 121 ayat (4), Pasal 
182 HIR/Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RG). Pada dasarnya 
biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, 
pemberitahuan, materai dan biaya administrasi (SEMA  No. 5 Tahun 
1994). 
8. Pemeriksaan dalam dua instansi 
 Hukum Acara perdata di Indonesia yang lazim dalam praktik 
menganut asas pemeriksaan dalam dua instansi (onderzoek in twee 
instanties). Pengertian pemeriksaan dalam dua instansi dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan kekuasaan 
kehakiman di lingkungan peradilan umum.25 
 Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum menyatakan bahwa (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan 
peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Tinggi, (2) Kekuasaan Kehakiman di linkungan peradilan umum 
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 
Tertinggi 
                                                          
25Lilik Mulyadi, Op Cit, hal. 23 
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9. Asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan 
 Asas ini mempunyai arti bahwa dalam pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara tidak berbelit-belit dan tidak menyebabkan sampai 
waktu yang lama serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh 
masyarakat. 
 Asas ini tercantum di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1970, karena Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-undang 
Dasar 1945 maka melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 
dinyatakan tidak perlu. 
 Asas ini juga termuat di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehikaman, artinya tidak ada perubahan asas 
ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
meskipun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak berlaku lagi. 
 Pada saat hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim 
memanggil para pihak (Penggigat dan Tergugat) untuk hadir pada hari 
sidang yang telah ditentukan itu.hakim tunggal atau majelis hakim yang 
terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota dan dilengkapi oleh 
panitera sebagai pencatat jalannya persidangan. Pihak penggugat dan 
tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat di sebelah 
kanan dan penggugat di sebelah kiri hakim. Apabila persidangan 
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berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang 
terdiri atas sidang pertama samapai dengan putusan hakim. 26 
 Sedangkan di dalam proses perkara perdata terdapat beberapa 
tahapan yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut :27 
1. Pendaftaran Gugatan 
Secara formal apabila surat gugatan telah selesai disusun 
maka surat gugatan itu harus dibubuhi dengan tanda tangan 
penggugat atau surat kuasanya dan harus memenuhi peraturan 
dengan membayar uang sebagai biaya perkara. 
2. Registrasi Perkara 
Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam Buku 
Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat di 
proses secara lanjut. Registrasi perkara dilakukan setelah 
dilakukannya pembayaran panjar biaya perkara. 
Bagi gugatan yang telah diajukan pendaftarannya ke 
Pengadilan Negeri namun belum dilakukan pembayaran panjar 
biaya perkara, maka gugatan tersebut belum dapat dicatat di 
dalam Buku Register Perkara, sehingga gugatan tersebut belum 
terigistrasi dan mendapatkan nomor perkara dan karenanya belum 
dapat diproses lebih lanjut-dianggap belum ada perkara. 
Dengan demikian, pembayaran panjar biaya perkara 
merupakan syarat bagi registrasi perkara, dan dengan belum 
                                                          
26Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Perdata, Bandung : Nuansa Aulia, hal. 156 
27Sophar Maru Hutagalung, Op Cit, hal. 62-68 
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dilakukannya pembayaran maka kepaniteraan tidak wajib 
mendaftarkannya ke dalam Buku Register Perkara 
3. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan 
Negeri 
Setelah Penitera memberikan nomor perkara berdasarkan 
nomor urut dalam Buku Register Perkara, perkara tersebut 
dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan 
tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar 
prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan 
biaya ringan-selambat-lambatnya 7 hari dari tanggak registrasi. 
4. Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara 
diajukan Panitera, kemudian Ketua Pengadilan Negeri 
menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus 
perkara. Penetapan itu harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas perkara diterima 
oleh Ketua Pengadilan Negeri Majelis Hakim yang akan 
sekurang-kurangnya 3 orang Hakim – dengan komposisi 1 orang 
Ketua Majelis Hakim dan 2 lainnya Hakim Anggota. 
5. Penetapan Hari Sidang 
 Selanjtnya, setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis 
Hakim tersebut kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu 
dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan itudilakukan segera 
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setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara, atau selambat-
lambatnya 7 hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara. 
Setelah hari sidang ditetapkan, selanjutnya Majelis Hakim 
memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir 
pada hari sidang yang tlah ditentukan itu. 
6. Susunan persidangan  
Hakim tunggal atau majelis hakim yang terdiri dari satu 
ketua, dan dua hakim anggota dan dilengkapi oleh panitera 
sebagai pencatat jalannya persidangan. Pihakpenggugat dan 
tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi tergugat di 
sebelah kanan dan pengguugat di sebelah kiri hakim. Apabila 
persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih 
kurang 8 kali yang terdiri atas sidang pertama sampai dengan 
putusan hakim sebagai berikut : 
a. Sidang Pertama  
 Hakim ketua membuka sidang dan memulai dengan 
mengajukan pertanyaan kepada penggugat dan tergugat seperti 
identitas penggugat dan tergugat, apa sudah mengerti maksud 
di datangkannya para pihak di muka sidang, hakim 
menghimbau agar dilakukan peramaian dan sebagai bukti 
identitas para pihak menunjukan KTP masing-masing 
b. Sidang Kedua (jawaban tergugat) 
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 Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua 
kemungkinan yakni gugatan di cabut atau mereka mengadakan 
perdamaian di luar atau muka sidang namun apabila tidak 
tercapai perdamaian maka sidang di lanjutkan dengan 
penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban ini dibuat 
rangkap tiga, lembar pertama untuk penggugat, lembar kedua 
untuk hakim dan lembar ketiga untuk arsip tergugat sendiri. 
c. Sidang Ketiga 
Merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat 
d. Sidang Keempat (Duplik) 
Yakni tanggapan tergugat terhadap replik penggugat 
e. Sidang kelima (Pembuktian Penggugat) 
 Penggugat mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil-
dalil penggugat sendiri dan yang elemahkan dalil-dalil tergugat 
f. Sidang Keenam (Pembuktian dari Tergugat) 
 Jalannya sidang sama dengan sidang kelima dengan catatan 
bahwa yang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah 
tergugat sidang Tanya jawabnya kebalikan dari sidang kelima 
g. Sidang Ketujuh 
 Adalah sidang penyerahan kesimpulan kedua belah pihak 
membuat kesimpulan hasil-hasil yang di peroleh selama proses 
persidangan 
h. Sidang Kedelapan 
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 Dinamakan sidang putusan hakim. Hakim membacakan 
putusan yang seharusnya di hadiri oleh para pihak. Setelah 
membaca putusan maka hakim mengetukan palu tiga kali dan 
para pihak di beri kesempatan untuk mengajukan banding 
apabila tidak puas dengan putusan hakim. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara 
perdata dimulai sejak pengajuan gugatan ke pengadilan melalui panitera 
Pengadilan negeri dan gugatan itu telah didaftarkan dalam buku register setelah 
membayar perskot (panjar) biaya perkara. Ketua pengadilan negeri menetapkan 
majelis hakim yang menyidangkan perkara, menetapkan hari persidangan dan 
memanggil pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan tanggal persidangan yang 
telah ditetapkan28 
Setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan perkara di persidangan 
kemungkinan yang terjadi menyangkut hal-hal sebagai berikut : 
1. Putusan gugur 
2. Putusan verstek 
3. Perdamaian 
4. Pembacaan gugatan 
5. Jawaban tergugat 
6. Eksepsi dan rekonvensi 
7. Replik dan duplik 
                                                          
28 Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Prdata, Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata, 
Bandung: Nuansa Aulia, hal. 157 
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8. Mendengar saksi-saksi, saksi ahli dan mendengar pihak-pihak 
9. Pemeriksaan setempat 
10. Pemeriksaan alat bukti 
11. Kesimpulan 
12. Putusan hakim 
Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg mengatur bahwa apabila pemeriksaan perkara 
sselesai dilaksanakan, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah 
untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian penjatuhan 
putusan hakim dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan yang meliputi 
tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/Pasal 113 RBg, Pasal 
115 Rv. Setiap perkara harus diakhiri dengan suatu putusan dan putusan itu telah 
berkekutan tetap, yaitu putusan-putusan yang dijatuhkan hakim itu adalah untuk 
mengakhiri perkara. Sehubungan dengan hal itu, bahwa secara umum dari hasil 
pemeriksaan perkara perdata di persidangan, terdapat 3 (tiga) produk hukum 
hakim, yaitu : putusan hakim, penetapan hakim dan akta perdamaian.29 
Namun dalam penjatuhan putusan hakim tesebut, maka majelis hakim wajib 
mempertimbangkan putusan yang akan diambil dengan bermusyawarah untuk 
membuat putusan atau vonis. Majelis hakim dapat mengambil putusan apabila 
berkesimpulan bahwa pemeriksaan telah cukup dan para pihak yang berperkara 
menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi. Agar suatu putusan hakim benar-
benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus benar-benar 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mengetahui peraturan hukum 
                                                          
29Ibid, hal.170 
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baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim menjathkan putusan atas 
suati perkara kalau menurut penilainnya sudah jelas duduk persoalannya dan 
cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut. Hakim 
wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan penggugat dan hakim 
dilarang menjatuhkan putusan yang tidak diminttta atau mengabulkan lebih dari 
yang digugat30 
Setelah pemeriksaan surat, pemerksaan saksi dan pengangkatan sumpah, 
hakim memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak 
penggugt dan tergugat untuk engajukan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan 
hasil-hasil yang diperoleh para pihak selama persidangan berlangsung sebagai 
peryataan terakhir (kesimpulan terakhir) dari pihak penggugat dan pihak tergugat. 
Kesimpulan bagi majelis hakim ymemeriksa dan memutus perkaara, akan lebih 
mudah dalam memahami pokok perkara dalam mengambil putusan akhir. 
Kesimpulan bukanlah merupakan sesuatu yang wajib. Hal ini lahir dari 
kebiasaan dan tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Ssemua pihak dapat 
mengajukan kesimpulan. Pada dasarnya substansi kesimpulan merupakan 
penegasan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak. Tentu 
dapat menguntungkan para pihak dan juga dapat merugikan para pihak lainnya. 
Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepadaa majelis hakim yang 
menangani perkara, majelis hakim yang bermusyawarah. Musyawarah ini 
dilakukan untuk membuat vonis atau putusan yang akan diputuskan oleh hakim. 
                                                          
30 Djamanat Samosir, op cit, hal. 269 
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Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg mengatur bahwa apabila pemeriksaan perkara 
sselesai dilaksanakan, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah 
untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian penjatuhan 
putusan hakim dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan yang meliputi 
tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/Pasal 113 RBg, Pasal 
115 Rv. Setiap perkara harus diakhiri dengan suatu putusan dan putusan itu telah 
berkekutan tetap, yaitu putusan-putusan yang dijatuhkan hakim itu adalah untuk 
mengakhiri perkara. Sehubungan dengan hal itu, bahwa secara umum dari hasil 
pemeriksaan perkara perdata di persidangan, terdapat 3 (tiga) produk hukum 
hakim, yaitu : putusan hakim, penetapan hakim an akta perdamaian.31 
Namun dalam penjatuhan putusan hakim tesebut, maka majelis hakim wajib 
mempertimbangkan putusan yang akan diambil dengan bermusyawarah untuk 
membuat putusan atau vonis. Majelis hakim dapat mengambil putusan apabila 
berkesimpulan bahwa pemeriksaan telah cukup dan para pihak yang berperkara 
menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi. Agar suatu putusan hakim benar-
benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus benar-benar 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mengetahui peraturan hukum 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim menjathkan putusan atas 
suati perkara kalau menurut penilainnya sudah jelas duduk persoalannya dan 
cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut. Hakim 
wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan penggugat dan hakim 
                                                          
31Ibid, hal.170 
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dilarang menjatuhkan putusan yang tidak diminttta atau mengabulkan lebih dari 
yang digugat32 
Putusan hakim merupakan tahap akhir dari persidangan suatu perkara yan 
digelar di pengadila setelah melalui tahap-tahap sebelum hakim menjatuhkan 
putusannya. Tahap-tahap atau langkah yang akan dilalui hakim sebelum 
menjatuhkan putusannya adalah sebagai berikut : 
1. Tahap pengajua  gugatan dengan pengajuan jawaban masing-masing dari 
penggugat dan tergugat 
2. Tahap pengajuan replik yang disusul dengan pengajuan duplik dari 
masing-masing pihak yakni penggugat dan tergugat 
3. Tahap pengajuan bukti-bukti atau pembuktian dari kedua belah pihak 
4. Tahap penarikan kesimpulan akhir yang menuju kepada penjatuhan 
putusan 
Sebelum majelis hakim sampai pada putusan, maka majelis hakim 
mepertimbangkan putusan yang akan diambil dengan bermusyawarah untuk 
membuat putusan atau vonis. Majelis hakim dapat mengambil putusan apabila 
berkesimpulan bahwa pemeriksaan telah cukup dan para pihak yang berperkara 
menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi. 
Agar suatu putusan hakim benar-benar menciptakan kepastian hukum dan 
keadilan, hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya 
dan mengetahui peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 
                                                          
32 Djamanat Samosir, op cit, hal. 269 
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Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah 
jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi 
penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib memberikan putusan aatas 
keseluruhan gugatan penggugat dan hakim dilarang menjatuhkan putusan yang 
tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat33 
Landasan hukum yang terpenting dalam memutus perkara adalah fakt atau 
peristiwanya. Dari fakta dan peristiwa inilah hakim menyimpulkan hukumnya, 
mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya atau hakim menemukan huku (judge 
made law). Adapun nilai dari suatu putusan itu baik atau tidaknya merupakan 
keterkaitan yang erat tentang adanya ketepatan kejadian/peristiwa dengan fakta 
dan fakta hukm.  
Namun meskipun tahap-tahap atau langkah-langkah tersebut sudah selesai 
dilakukan, hakim belum tentu dapat langsung menjatuhkan putusan. 
Kemungkinan pengunduran dengan permohonan menunda sidang atau 
permohonan perpanjangan penundaan sidang yang dimohon oleh salah satu pihak 
dengan alasan bukti-bukti yang belum lengkap sehingga dibutuhkan waktu untuk 
melengkapinya, atau untuk ikir-pikir dan sebagainya. Tetapi, permohonan 
pengunduran ini tidak mengikat hukum, sehingga hakim bebas mengabulkan atau 
menolak pengunduruan putusannya apalagi maksud pengunduran itu hanya 
semata-mata hanya untuk mengulur –ulur waktu saja.  
                                                          
33 Djamanat Samosir, op cit, hal. 269 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan 
perkara selesai dilaksanakan, majelis hakim karena jabatannya melakukan 
musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Dengan demikian 
penjatuhan putusan hakim dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan yang 
meliputi tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/Pasal 113 Rg, 
Pasal 115 Rv. 
Setiap perkara harus diakhiri dengan suatu putusan dan putusan itu telah 
berkekatan tetap yaitu putusan-putusan yang diajtuhkan hakim itu adalah untuk 
mengakhiri perkara. Sehubungan dengan hal itu, bahwa secara umum dari hasil 
pemeriksaan perkara perdata di persidangan, terdapat 3 (tiga) produk hukum 
haim, yaitu : putusan hakim, penetapan hakim, dan akta perdamaian 34 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa seusuai dengan ketentuan Pasal 178 
HIR/Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesa dilaksanakan, Majelis 
Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan 
hakim yang akan dijatuhkan. Dengan demikian penjatuhan putusan hakim dapat 
dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan yang meliputi tahapan-tahapan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/Pasal 113 RBg, Pasal 115 Rv. 
Setiap perkara harus diakhiri dengan putusan dan putsan itu telah berkekuatan 
hukum tetap, yaitu putusan-putusan yang dijatuhka hakim itu adalah untuk 
mengakhiri perkara, sehubungan dengan hal itu, bahwa secara umum dari hasil 
                                                          
34 Ibid, hal. 170 
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pemeriksaan perkara perdata di persidangan, terdapat 3 (tiga) produk hukum 
haim, yaitu : putusan hakim, penetapan hakim, dan akta perdamaian. 
Pengertian putusan hakim atau putusan pengadila secara umum adalah 
pernyataan hakim karena jabatannya yang diucapkan di persidangan yang terbuka 
untuk umum dalam bentuk tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata 
yang dimaksudkan mengakhiri suatu perkara. 35 
G. Putusan di dalam Perkara Perdata Sengketa Konsumen 
Putusan adalah merupakan hasil akhir dari sengketa. Disini hakim diharapkan 
tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak. 
Memang dalam pandangan normatif, hakim tidak memihak, namun demikian 
dalam pandangan sosiologis, tetap saja hakim itu memihak.36 
Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim karena 
jabatannya di ucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dalam bentuk 
tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata yang di maksudkan 
mengakhiri perkara.37 
Berdasarkan rumusan tersebut putusan hakim pada hakikatnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Merupakan pernyataan hakim karena jabatannya 
2. Putusan yang di ucapkan dalam persidanngan perkara perdata yang 
terbuka untuk umum 
                                                          
35Ibid, hal. 271 
36 Wahju Muljono, Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2012, hal. 137 
37Sarwono, Op Cit, hal. 271 
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3. Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri 
suatu perkara 
4. Putusan yang di jatuhkan setelah melalui proses dan procedural 
hukum acara perdata pada umumnya 
5. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis 
Sedangkan menurut Riduan Syahrini, putusan hakim adalah suatu pernyataan 
hakim yang di ucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 
menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.38 
Adapun Lilik Mulyadi meninjau dari visi dan teoritis, memberi batasan 
bahwa putusan hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena 
jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum yang 
setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat 
dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara 
perdata39 
Putusan yang baik sekurang- kurangnya memenuhi persyaratan, terutama 
untuk memenuhi kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis. Memenuhi kebutuhan 
teoritis mempunyai arti bahwa menilik isinya, suatu putusan harus dapat di 
pertanggung jawabkan dari sudut ilmu hukum (juridis veranwoord) bahkan tidak 
jarang melalui putusannya ini hakim dapat membentuk atau menemukan hukum 
baru. Adapun memenuhi kebutuhan praktis maksudnya adalah bahwa dengan 
putusan hakim itu di harapkan dapat menyelesaikan/sengketa hukum yang ada dan 
                                                          
38Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, 
Jakarta, 1988, hal. 83 
39Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Bandung, 
Sumur, 1999, hal. 205 
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sejauh mungkin dapat di terima oleh pihak-pihak yang bersangkutan khususnys 
dsn masyarakat umumnya karena putusan itu dirasakan adil, benar dan 
berdasarkan hukum.40 
Hal yang terpenting bagi para pihak yang berkepentingan adalah bahwa 
putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat di terima. Suatu putusan 
dapat di terima kalau putusan tersebut tidak mengandung cacat hukum. Agar suatu 
putusan tidak mengandung cacat hukum maka putusan itu harus di landasi atau 
didasari asas atau prinsip hukum sebagai pedoman. Asas-asas atau prinsip-prinsip 
hukum tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, Pasal 50 Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 
bahwa asas atau prinsip suatu putusan pengadilan adalah sebagai berikut : 
1. Putusan hakim harus memuat alasan yang jelas dan rinci. Artinya putusan 
yang di jatukan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan 
alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam 
memutus perkara didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan, 
hukum kebiasaan, yuridprudensi atau doktrin hukum. 
 Hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa 
ptusan pengadilan selain harus memuat alas an-alasan dan dasar-dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan 
dasar untuk mengadili. 
                                                          
40 Ateng Affandi dan Wahyu Affandi, 1983, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, 
Bandung: Alumni, hal.10 
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2. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan. Prinsip-
prinsip ini dapat di pedomani dari ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 
189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Dengan ketentuan ini maka sebelum 
putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap 
gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh memutuskan atau 
memberikan keputusan melebihi dari tuntutan penggugat. 
3. Putusan hakim di ucapkan di muka umum. Prinsip peradilan terbuka untuk 
umum, mulai dari awal pemeriksaan perkara sampai pada putusan di 
jatuhkan merupakan bagian dari asas fair trial, yakni pemeriksaan 
persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat No. 123/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP dimana Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat 
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 
 PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DSP Unit Aek 
Nabara, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1 Desa Emplasmen, 
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera 
Utara, semula sebagai Pelaku Usaha, selanjutnya disebut sebagai 
PEMOHON KEBERATAN. 
 Lawan : 
 INDRA LESMANA PANE, Tempat / Tanggal Lahir, Aek Nabara, 
18 April 1980, umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan 
Indonesia, beralamat di Dusun Tanah Damar, Desa Sei Tampang, 
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera 
Utara, semula sebagai konsumen, selanjutnya disebut sebagai 
TERMOHON KEBERATAN; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
 Pemohon Keberatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 
Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat dengan Register Perkara Nomor : 123/Pdt.Sus- 
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BPSK/2016/PN.RAP, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya 
sebagai berikut :  
 Bahwa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat 
(Termohon Keberatan) telah membuat dan menandatangani perjanjian 
mengenai pemberian Fasilitas Kredit senilai Rp. 120.000.000,- (seratus 
dua puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian 
Kredit disertai akta Syarat & Ketentuan Umum dan Daftar Jadwal 
Angsuran yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Labuhan Batu; 
 Bahwa untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit jika terhutang 
nantinya, maka Tergugat (Termohon Keberatan) menyerahkan barang 
jaminan (agunan) berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, 
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM); 
 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan 
(SKMHT) kemudian penyerahan barang jaminan (agunan) tersebut 
dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 
keduanya diperbuat dihadapkan Notaris/PPAT di Kabupaten Labuhan 
Batu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT); 
 Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUHT pemberian 
Hak Tanggungan dimaksudkan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat 
(ic.Kantor Pertanahan Kaabupaten Labuhan Batu) dan berdasarkan 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUHT sebagai tanda bukti adanya Hak 
Tanggungan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu 
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menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang diserahkan kepada 
Penggugat (Pemohon Keberatan); 
 Ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan 
kewajiban pemabayaran hutang sebagaimana ditentukan dalam Jadwal 
Angsuran sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada 
Tergugat (Termohon Keberatan) dinyatakan telah macet atau 
dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai Pasal 8 Syarat 
& Ketentuan Umum maka Penggugat (Pemohon Keberatan) berhal 
mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa 
harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang 
berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut ; 
 Penggugat (Pemohon Keberatan) telah memberikan kesempatam 
serta waktu yang sangat patut untuk pembayaran tunggakan atau 
pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat (Termohon 
Keberatan) tersebut, akan tetapi tidak dilakukan sehingga Tergugat 
(Termohon Keberatan) telah cidera janji dan dengan demikian sesuai Pasal 
20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT, Penggugat (Pemohon Keberatan) 
selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang 
atas barang jaminan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon 
Keberatan) ; 
 Selanjutnya pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan) 
menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan) 
mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan dan 
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pada tanggal 22 April 2016 Tergugat (Termohon Keberatan) membuat 
pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor : 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 ; 
 Kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 September 2016 membacakan 
Putusan Nomor : 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, yang amarnya 
berbunyi sebagai berikut : 
 MENGADILI : 
1. Mengabulka permohonan Konsumen seluruhnya; 
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen 
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan 
yang secara patut di panggil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut Hukum dan 
Perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia; 
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy 
perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha 
seperti : Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen 
kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur 
kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum 
serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen; 
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5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani 
bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan 
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam 
melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan 
membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha; 
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan 
lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas anggunan yang 
menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang 
telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui 
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Kisaran, yaitu berupa : 
Sertifikat Hak Milik (SHM) beruapa sebidang tanah berikut segala sesuatu 
yang ada diatasnya serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan 
Konsumen/Indra Lesmana Pane kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. DSP Rantauprapat : Unit Pasar Aek Nabara. 
Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Edaad) dan bertentangan 
dengan : 
1) Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan 
(UUHT) Nomor :4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak 
Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan 
ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri 
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Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 yo PMK 
No.106/PMK.06/2013). 
2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang 
Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar 
ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, 
maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan 
mengenai kesekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap 
eksekusi hak tanggungan. 
3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan 
lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri) 
4) Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan 
Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri 
Rantauprapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha 
yang meminta kepada KPKLN). 
5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No.3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986, yang 
menyatakan bahwa pelaksaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas 
Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah 
bertentangan dengan pasal 224 ayat HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, 
sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan 
Negeri. 
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6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki 
Peraturan Perundang-undangan adalah : 
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-undang/Perpu 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden 
6. Peraturab Daerah Provinsi 
7. Peraturan Daerah 
Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Nomor 
: 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termkasud jenis 
peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak 
Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintakna bahwa 
peraturan pelasanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan. 
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum : 
a. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku 
Usaha dengan cara melalui perantara kepada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, terhadap Angunan 
yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa : 
Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala 
sesuatu yang ada diatasnya. Serta surat-surat lainnya yang menjadi 
agunan/jaminan Konsumen/Indra Lesmana Pane kepada Pelaku 
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Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Rantauprapat : Unit 
Pasar Aek Nabara. 
b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari 
Pelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadi jaminan Konsumen 
kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa : 
Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala 
sesuatu yang ada diatasnya. 
Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan 
Konsumen/Indra Lesmana Pane kepada Pelaku Usaha/PT. Bank 
Danamon Indonesia Tbk. DSP Rantauprapat : Unit Pasar Aek Nabara. 
Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan 
Konsumen/Indramawi kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. Rantauprapat : Unit Aek Nabara. 
c. Akibat hukum yang imbul karena lelang yang akan dan/atau telah 
dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara 
lain : 
- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama 
orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) 
keatas nama orang lain; 
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- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa 
dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang 
lain. 
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan 
dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi Hal 
Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan 
pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan 
oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen. Dengan cara melalui perantara 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu 
berupa : 
a. Sertifikat Hak Milik (SHM) beruapa sebidang tanah berikut segala 
sesuatu yang ada diatasnya. 
b. Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan 
Konsumen/Indra Lesmana Pane kepada Pelaku Usaha/PT.Bank 
Danamon Indonesia Tbk. DSP Rantauprapat : Unit Pasar Aek Nabara. 
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan 
permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan 
penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (peringanan 
pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, 
disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami 
perekonomian keluarga yang sedang memburuk. 
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda 
tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan 
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pembayaran angsuran setiap per-bulannya, seperti penalty, bunga berjalan 
maupunlainnya yang bertentangan dengan peraturan. 
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak 
mau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) 
tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap 
(InKracht);  
 Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadap 
pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten 
Batu Bara dalam perkara a quo, karena bersal dari tipu muslihat 
mempengaruhi putusan sert ada kesalahan penerapan hukum tidak 
sebagaimana mestinya dan/atau putusan melebihi kewenangan BPSK 
Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan 
sebagai berikut : 
KEBERATAN PERTAMA 
 Tentang Kompetensi Absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak 
Berwenang Secara Mutlak Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara A 
quo. 
 Alasan Hukum : 
1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit telah diatur dan disepakati 
oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon 
Keberatan), hal sebagai berikut : “… Terhadap Perjanjian ini dan 
segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul dan yang timbul 
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akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, 
dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap 
dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Rantauprapat … dst”; 
2. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 4 AKTA Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT), telah disepakati dan dinyatakan secara tegas 
bahwa : “Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut 
diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri Rantauprapat … dst”.; 
3. Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut diatas yang telah 
dilegalisir dan diperbuat dihadapan Notaris/PPAT yang mengikat para 
pihak sebagai Undang-undang (pacta sunt servanda) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata (terutama Pasal 5 Perjanjian 
Kredit dan Pasal 4 APHT) maka penyelesaian perselisihan antara para 
pihak adalah kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat bukan 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten 
Batu Bara; 
4. Bahwa selain itu, Pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas 
menyatakan : “…penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 
para pihak yang bersengketa…dst” 
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5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keptusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan (Kepmenperindag) RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga menyatakan : 
“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi 
atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang 
bersangkutan”; 
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) 
UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor : 
350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang 
mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai 
forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan; 
7. Bahwa penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk 
menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu 
Bara, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan 
sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa 
secara arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen (ic. 
Tergugat/Termohon Keberatan) dalam surat gugatannya; 
8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon 
Keberatan) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, dan telah diputus oleh 
Majelis BPSK, maka hal ini merupaakan pelanggaran kewenangan 
atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan(yang juga bertentangan dengan pasal 
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118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudah sepatutnya Putusan 
BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon untuk dibatalkan;  
9. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk 
melaksanakan arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 
Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan : “arbitrase adalah 
cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang 
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh 
para pihak yang bersengketa…dst”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 
menyatakan : “Perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian tertulis yang 
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian 
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. 
10. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan)dan 
Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah ditandatangani 
perjanjian (kesepakatan) arbitrase sehingga Majelis BPSK benar-benar 
telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili, padaahal 
telah jelas diatur di UUPK dan Undang-Undang RI Nomor : 30/1999 
bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan 
persetujuan para pihak, dan bila dipilih arbitrase maka harus 
didasarkan pada perjanjian arbitrase bukan hanya didasarkan pada 
pilihan satu pihak (ic. Konsumen); 
11. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar 
Putusannya angka 8 huruf c juga telah menyatakan tidak sah dan batal 
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demi hukum : “akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan 
dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah 
seperti : 
- -   Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang 
lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama 
orang lain; 
- -  Apabila tanah, rumah dan kebun  yang menjadi sengketa dalam 
perkara a quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain  
12. Bahwa amar Putusan tersebut diatas telah melampaui kewenangan 
BPSK karena perbuatan “Membalik namakan Sertifikat Hak Milik 
(SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik 
(SHM) keatas nama orang lain” adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha 
Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 
tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor: 24 
Tahun 1997; 
13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata 
Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya sehingga BPSK 
telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara 
dan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang 
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memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh Putusan BPSK 
Kabupaten Batu Bara a quo; 
KEBERATAN KEDUA 
 Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Salah Mempertimbangan Ruang 
Lingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan Tergugat 
(Termohon Keberatan) Bukan Sebagai Konsumen Akhir Sesuai UUPK  
 Alasan Hukum : 
1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup 
hukum perlindungan Konsumen dan ternayata Tergugat (Termohon 
Keberatan) adalah “Wiraswasta/Pelaku Usaha” atau dengan kata lain 
bukan sebagai “Konsumen Akhir” sebagaimana ketentuan UUPK, 
sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk 
melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon 
Keberatan) baik secara mediasi, arbitrase atau konsilidasi; 
2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian Sengketa 
Konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 
Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan : “Sengketa 
konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang 
menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang 
menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
memanfaatkan jasa”; 
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3. Bahwa dalam gugatan Konsumen a quo tidak ada’uraian kerugiaan’ 
dan ‘tuntutan ganti kerugiaan’ akan tetapi hanya meminta supaya 
BPSK ‘menyatakan ada kerugiaan dipihak konsumen’ yang tidak jelas 
bentuk dan besar kerugiaannya, apakah kerugiaan ekonomis (economic 
loss) atau kerugiaan fisik (physical harm) yang berkaitan dengan 
‘perbuatan melawan hukum’ yang didalikan oleh Tergugat (Termohon 
Keberatan); 
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian Konsumen terdiri dari: a. 
kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli konsumen; b. 
keruigian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang 
dibeli konsumen, dan/atau c. kerugian konsumen sebagai akibat 
mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan 
tanggungjawab Pelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang/jasa sejeni atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan; 
5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) 
sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian Konsumen adalah 
“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, ekluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa 
: “di dalam kepustakaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan 
Konsumen Antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat 
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akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah 
Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari 
proses produksi suatu prduk lainnya. Pengertian konsumen dalam 
undang-undang ini adalah konsumen akhir”. 
6. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013, yang 
menyatakan “Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan 
dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga 
Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di 
Pasar Modal, Pemegang Polis pada Peransuransian dan Peserta pada 
Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector 
jasa keuangan” sehingga pengertian ‘Konsumen’ pada Peraturan OJK 
adalah ‘Konsumen dalam arti luas’ termasuk ‘Konsumen Antara’; 
7. Bahwa pada uraian konsideran ‘Mengingat’ Undang-undang RI 
Nomor : 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan OJK Nomor : 
1/POJK.07/2013 tersebut dan/atau pada ‘penjelasannya’, tidak ada 
dicantumkan atau disebutkan UUPK sebagai undang-undang terkait, 
yang lebih jauh menjunjukkan adanya perbedaan pengetian 
‘Konsumen’ di UU/Peraturan OJK dengan pengertian ‘Konsumen’ d 
UUPK sehingga telah patut secara hukum mohon Majelis Hakim yang 
mulia memberi pertimbangan yang adil terhadap perbedaan pengertian 
dimaksud; 
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8. Bahwa dari fakta dokumen kredit maka kedudukan Tergugat 
(termohon Keberatan) adalah ‘Konsumen Antara’ atau ‘Pelaku 
Usaha/Wiraswasta’ yang menggunakan/memanfaatkan jasa keuangan 
sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga 
dengan deikian Majelis BPSK telah salah menerapkan hukum dan 
karenanya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam 
perkara ini dibatalkan seluruhnya; 
9. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusannya juga telah 
menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa 
perbankan yang terkait dengan perjanjian kredit (ic. Mengenai 
pemberian fasilitas kredit) dan demikian juga Direktorat Jenderal 
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen RI melalui suratnya Nomor : 
688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 telah 
memberikan pengarahan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait 
kewenangan pemeriksaan sengketa perbankan tersebut; 
KEBERATAN KETIGA 
 Tentang Pemeriksaan Perkara dan Putusan yang melebihi jangka 
waktu dalam Pasal 55 UUPK jo. Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 
: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK 
 Alasan Hukum : 
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1. Bahwa Pasal 55 UUPK, menyatakan ‘Badan penyelesaian sengketa 
konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambatdalam waktu 21 
(dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima’; 
2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor : 
350/MPP/Kep/12/2001, juga telah mengatur bahwa ‘Sengketa 
konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 wajin 
diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua pulu satu) hari 
kerja, terhitung sejak permohonn diterima oleh Sekretariat BPSK’; 
3. Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara 
Nomor: 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 September 
2016, dinayatakan hal ‘bahwa konsumen dalam surat gugatannya 
tertanggal 22 April 2016 menyetakan …dst’; 
4. Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut diatas telah sangat jauh dari 
ketentuan penyelesaian dalam ‘waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, 
terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariss BPSK’ yaitu 
sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 22 September 2016; 
5. Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabuptaen Batu Bara Nomor: 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 September 2016 adalah 
tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku; 
KEBERATAN KEEMPAT 
 Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan 
Hukum dalam pembatalan perjanjian kredit dan tentang pertimbangan 
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hukum pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan (putusan 
verstek) 
 Alasan Hukum : 
1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 
5 menayatakan ‘perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani 
serta yang disepakati bersama antara konsumen dengan pelaku usaha 
adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang 
mengikat’; 
2. Bahwa amarputusan tersebut didasarkan pada fungsi pengawasan 
klausula baku, akan tetapi telah melampaui kewenangan BPSK karena 
‘Hasil pengawasan klausula baku yang membuktikan adanya 
pelanggaran’ seharusnya diberitahukan secara tertulis sebagai 
peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali kepada pelaku usaha dan apabila 
tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk melakukan 
penyidikan serta penuntutan sesuai UUPK bukan mengadili dan 
membatalkan klausula baku (vide: Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag 
RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001); 
3. Bahwa dalam memeriksa klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidak 
pernah memperlihatkan bukti berupa akta PERJANJIAN KREDIT a 
quo dan tidak pernah dihadirkan SAKSI AHLI auntuk menilai dan 
memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang klausula Baku 
dalam PERJANJIAN KREDIT yang akan dibatalkan sehingga amar 
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putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, 
sesat dan menyesatkan; 
4. Bahwa Majelis BPSK juga tidak mempertimbangkan lingkup sengketa 
konsumen yaitu tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau 
kerugian akibat mengkonsumsi/memanfaatkan barang/jasa dengan 
sanksi administrative penetapan ganti rugi (ic. Pasal 60 ayat 2 UUPK) 
paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
sehingga BPSK tidak berwenang untuk membatalkan Perjanjian Kredit 
atau perbuatan hukum lainnya yang telah melahirkan hak dan 
kewajiban para pihak serta telah sesuai dengan kesusilaan, ketertiban 
dan undang-undang (vide: Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo Pasal 4 
s/d 7 UUPK); 
5. Bahwa sejalan dengan argumentasi diatas maka Penggugat (Pemohon 
Keberatan) mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam 
bukunya Hukum Perlindungan Konsumen halaman 110, menyebutkan 
:”berkenaan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, 
mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-
undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan konsumen yang 
merugikan kepentingan pelaku usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam 
hukum perlindungan konsumen, seharusnya porsi seimbang.” Bahwa 
selanjutnya STEIN di dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen 
halaman 117, menyebutkan :”Perjanjian Baku dapat diterima sebagai 
perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (tctie 
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van en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para 
pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima 
perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju 
pada isi perjanjian tersebut”. Bahwa begitu juga ASSER RUTTEN 
yang dikutip dari buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, 
menyebutkan : “Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, 
bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada 
orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, 
tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang 
bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang 
ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa 
yang tidak diketahui isinya”. 
6. Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 
yang menyatakan ‘Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan 
yang secara patut dipanggil Majelis BPSK …dst’, bukan merupakan 
alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan 
(pengaduan) konsumen (ic. Tergugat/termohon keberatan) dengan 
hanya mempertimbangkan uraian dalil-dalil gugatan tergugat 
(termohon keberatan) yang diambil alih secara keseluruhan menjadi 
pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara ditambah 
acara pembuktian yang sumir dan seadanya; 
7. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 
1999 telah dinyatakan bahwa ‘arbiter atau majelis arbitrase mengambil 
66 
 
 
  
 
 
 
putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan’ dan 
demikian juga dalam memberikan putusan verstek maka Majelis BPSK 
juga diwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang berlasan dan 
berdasarkan hukum (vide: Pedoman Pelaksaan Tugas & Administrasi 
Pengadilan, Buku II, Edisi 2017, Tentang Perkara Verstek, Halam 56 
angka 1 huruf d);  
KEBERATAN KELIMA 
 Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan 
Hukum dalam menayatakan pelelangan eksekusi HT bertentangan dengan 
UUHT, KUHPerdata, HIR, Yurisprudensi dan bertentangan dengan hirarki 
peraturan perundang-undangan 
 Alasan Hukum : 
1. Bahwa Majelis BPSK pada putusannya tentang ‘pertimbangan hukum’ 
dan ‘amar putusan ke-7’ telah menyatakan bahwa Penggugat 
(Pemohon Keberatan) yang telah melakukan lelang eksekusi hak 
tanggungan (HT) melalui KPKNL Kisaran adalah perbuatan melawan 
hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UUHT dan Pasal 9 
Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 
KUHPerdata dan Pasal 200 ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan 
Yurisprudensi MARI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 
serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan; 
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2. Bahwa ‘pertimbangan hukum’ dan ‘amar putusan’ Majelis BPSK 
tersebut sangat dangkal dan kurang penalaran hukum disebabkan 
eksekusi hak tanggungan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan 
Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT jo. Undang-
undang Lelang (Vendu Reglement, Staatsblad 1908-189, terakhir 
Staatsblad 1941;3) dan Vendu Instructie Staatsblad 1908 Nomor : 190, 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 jo. PMK 
Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 
3. Bahwa Yurisprudensi MARI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 
1986 merupakan produk hukum sebelum lahirnya UUHT sehingga 
Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung ratio dicidendi dan 
obiter dicta dan/atau mengandung ratio decidendi yang tidak 
actual/factual sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK 
Kabupaten Batu Bara; 
4. Bahwa Majelis BPSK perkara a quo kurang pengetahuan hukum 
tentang hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga –quod non- 
jika benar mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 
2011 maka Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga bertentangan 
dengan undang-undang tersebut dan lebih jauh telah menimbulkan 
kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak 
Konsumen dan Pelaku Usaha; 
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5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-
Undang Lelang (Vendu Reglement, Staatsblad 1908-189, terakhir 
Staatsblad 1941;3) dan Vendu Insructie Staatsblad 1908 Nomor : 190 
yang saat ini Vendu Insructie menjadi Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga 
sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten 
Batu Bara Nomor : 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 
September mohon dibatalkan. 
KEBERATAN KEENAM  
 Tentang Syarat Pemabatalan Putusan ARBITRASE, Dokumen Yang 
Disembunyikan Dan Putusan Yang Berasal Dari Tipu Muslihat Salah Satu 
Pihak 
1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesa Nomor : 1 tahun 2006 untuk upaya hukum 
keberatan disyaratkan adanya putusan arbitrase sebagaimana ketentuan 
‘Undang-Undang Nomor : 30 Tahub 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa’ dimana arbitrase didasrkan kepada 
pilihan dan persetujuan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 
dan angka 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 jo. Psal 45 ayat 
(2) UUPK; 
2. Bahwa telah beralsan hukum jika Majelis Hakim yang mulia yang 
memeriksa perkara ini berkenan mempetimn=bangjan secara seksama 
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apakah putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 September 2016 adalah 
putusan arbitrase yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 dan UUPK, sehingga untuk pembatalan putusannya tidak 
hanya memberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (3) akan tetapi juga 
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006; 
3. Bahwa walaupun telah diakukan alasan-alasan keberatan (ic.Pasal 6 
ayat 5) maka Penggugat (Pemohon keberatan) perlu melengkapi dalil-
dalil tersebut yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (3) yaitu mengenai 
dugaan bahwa seluruh uraian ‘Tentang Duduk  Perkara’ atau ‘Tentang 
Pertimbangan Hukum’ dan/atau ‘Tentang Amar Putusan’ Majelis 
BPSK Kabupaten Batu Bara a quo adalah berasal dari tipu muslihat 
(rekayasa/akal-akalan cerdik) dan terdapat dokumen yang 
disembunyikan seperti dalil Trgugat (Termohon Keberatan) yang 
menyetakan tidak pernah menerima dokumen kredit padahal telah 
dserahkan sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat 
(Termohon Keberatan); 
4. Bahwa fakta rekayasa lainnya adalah terdapat beberapa putusan BPSK 
Kabupaten Batu Bara dalam uraian baik ‘Tentang Duduk Perkara’ atau 
‘Tentang Pertimbangan Hukum’ dan/atau ‘Tentang Amar Putusan’ 
berbunyi smaa persis dan/atau mempunyai format yang identic 
sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada identitas para pihak yang 
berperkara, obyek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang 
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menunjukan Tergugat (Terohon Keberatan) hanya bermaksud 
menghindari kewajiban pembayaran hutang dan menghindari eksekusi 
barang jaminan obyek hak tanggungan; 
5. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia 
membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Npmor : 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 September 2016 untuk 
seluruhnya 
 Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut diatas, 
maka Penggugat (Pemohon Kebertan) dengan segala hormat dan 
kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Rantauprapat atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut  
1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 September 2016 dan 
segala akibat hukumnya; 
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
secara arbitrase perkara penagduan (gugatan) Konsumen atas nama 
: Indra Lesmana Pane (Tergugat /Termohon Keberatan) tersebut ; 
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar 
biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;  
B. Pembahasan  
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1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara PT Bank Danamon, Tbk 
Dengan Indra Lesmana Pane Di Pengadilan Negeri Rantau Prapat 
  Yang menjeadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara 
Sengeketa Konsumen Antara PT Bank Danamon, Tbk Dengan Indra 
Lesamana Pane Di Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah 
diajukannya keberatan oleh Pemohon keberatan atas Putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara 
Nomor : 239/Arbitrase-BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 September 
2016, keberatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
Rantau Prapat dibawah Register Perkara Perdata No : 123/Pdt.Sus-
BPSK/2016/PN-Rap, tanggal 11 Oktober 2016; 
  Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang No : 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan : “Para Pihak dapat mengajukan keberatan 14 (empat 
belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut” 
dan “ Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima 
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, (vide pasal (5) 
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2006, tanggal 13 Maret 
2006); 
  Oleh karena itu, Majelis Hakim memeriksa berkas perkara 
dan alat bukti surat dari para pihak, putusan BPSK Kabupaten Batu 
Bara No : No.239/Arbitrase-BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 
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September 2016, sedangkan keberatan pemohon keberatan dalam 
perkara aquo, telah diajukan pada tanggal 11 Oktober 2016, sehingga 
masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang; 
  Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No : 01 tahun 2006, Keberatan atas putusan BPSK hanya dapat 
diajukan terhadap putusan arbitrase dan setelah Majelis Hakim 
memeriksa berkas perkara diketahui bahwa putusan No : 
239/Arbitrase-BPSK-BB/IV/2016 tanggal 22 September 2016 adalah 
putusan atas sengketa konsumen yang diputus secara arbitrasu oleh 
BPSK Kabupaten Batu Bara; 
  Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 tahun 2006, “Keberatan 
terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha 
dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan 
hukum konsumen tersebut; 
  Adapun kedudukan hukum atau domisili Konsumen (Ic. 
INDRA LESMANA PANE) di Dusun Tanah Damar, Desa Sei 
Tampang, Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu yang termasuk dalam 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan demikian 
maka secara formal keberatan Pemohon keberatan dalam perkara 
aquo, telah diajukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu 
sebagaimana diatur dalam undang-undang; 
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  Yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan 
Sengketa Konsumen Antara PT Bank Danamon, Tbk Dengan Indra 
Lesmana Pane Di Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah 
diajukannya keberatan oleh Pemohon keberatan atas Putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara 
Nomor 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 22 September 
2016; 
  Berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 
8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” menyebutkan 
sebagai berikut : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan 
sukarela para pihak yang bersengketa”; 
  Berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (akte perjanjian 
kredit) terdapat fakta bahwa kedua belah pihak memilih domisili 
hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat apabila 
terjadi permsalahan akibat dari adanya perjanjian kredit aquo, dan 
setiap “kesepakatan” adalah menjadi hukum yang mengikat bagi para 
pihak yang melakukan perjanjian, asas hukum tersebut berlaku secara 
universal dan di kenal dengan istilah “Facta Sunt Servanda” 
aggrements must be kept); 
  Di dalam pasal 1338 KUHPerdata telah juga menentukan 
bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesaui dengan undang-undang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
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Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 
kedua belah pihak, atau karena alsan-alasan yang ditentukan oleh 
undang-undang dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 
baik; 
  Oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihan 
hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka 
yang berwenang mengadili apabila ada perselihan antara Pemohon 
dan Termohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan 
Negeri Rantau Prapat bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) kemudian sesuai dan berdsarkan Surat Direktorat Jendral 
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tertanggal 31 Desember 
2015 yang ditujukan khusus buat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara bahwa BPSK Kabupaten 
Batu Bara telah diingatkan bahwa apabila dalam klausula perjanjian 
para pihak ada memilih penyelesaian sengketa akibat adanya 
perjanjian di Pengadilan Negeri maka secara absolut BPSK tidak 
mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut; 
  setelah diteliti dengan seksama permasalahan hukum antara 
Pemohon dengan termohon adalah persoalan pemberian fasilitas 
kredit dengan jaminan benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah 
yang telah bersertifikat dan berdasarkan bukti surat bertanda  P-4, P-5 
dan P-6, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 4275/Bkaran Batu, atas 
nama Yetty Hutabarat (I.c Ibu Tergugat/Termohon Keberatan) telah 
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pula diikat dengan Hak Tanggungan No. 1107/2015 tertanggal 23 
April 2015, sehingga hubungan hukum antara Pemohon selaku 
kreditur dengan Termohon selaku debitur harus tunduka pada undang-
undang No. 4 tahun 1996 tentang “Hak Tanggungan”;dan dalam 
proses pembayaran cicilan atas fasilitas kredit tersebut Termohon 
Keberatan telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga Pemohon 
Keberatan mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 01 Juni 2016 
sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-9; 
  Walaupun Pemohon Keberatan telah mengirimkan Surat 
Perinagatan I, sebagaimana P-9, akan tetapu Termohon Keberatan 
belum juga memenuhi kewajibannya dantelah pula mengajukan 
permsalahan tersebut ke BPSK Kabupaten Batu Bara, selanjutnya 
BPSK Kabupaten Batu Bara telah pula memberikan putusan 
sebagaimana Bukti -1; 
  Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata yang 
berwenang mengadili dalam perkara aquo adalah Pengadilan Negeri 
Rantau Prapat, bukan wewenang BPSK Kabupaten Batu Bara yang 
selanjutnya Pemohon Keberatan telah pula berhasil membuktikan 
dalil-dalilgugatan/permohonannya oleh karenanya permohonan 
penggugat/pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan; 
  Majelis Hakim kemudian dipertimbangkan petitum 
permohonan pemohon sebagai berikut; 
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  Bahwa pada petitum permohonan angka 1 pemohon 
menuntut agar pengadilan membatalkan putusan Badan Peyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 
239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 22 September 2016, dapat 
dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas; 
  Oleh karena itu telah dinyatakan sebelumnya bahwa Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara aquo maka Putusan BPSK dalam 
Perkara aquo harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, 
oleh karenanya petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan; 
  Kemudian petitum angka 3 Pemohon memohon agar 
menghukum Tergugat (Termohon Kebertan) untuk membayar biaya 
perkara ini dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg 
kepada pihak yang kalah harus pula dihukum untuk mebayar biaya 
perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
  Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas 
maka permohonan kebertan pemohon dapat dibalukan seluruhnya; 
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 
tentang “Hak Tanggungan” dan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan. 
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  Oleh karena itu, penyelesaian Sengketa Konsumen Antara 
PT Bank Danamon, Tbk Dengan Indra Lesmana Pane Di Pengadilan 
Negeri Rantau Prapat adalah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara aquo maka Putusan BPSK dalam Perkara aquo harus 
dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya 
petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan; 
2. Putusan Hakim di dalam sengketa Konsumen antara PT Bank 
Danamon, Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau 
Prapat 
Putusan di dalam sengketa konsumen antara PT Bank Danamon, 
Tbk dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat 
adalah 
a. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK 
Kabupaten BatuBara nomor 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, 
tanggal 22 Septemeber 2016 
b. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Kabupaten BatuBara tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara yang diajukan oleh Termohon Keberatan atas nama 
INDRA LESMANA PANE; 
c. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang 
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 743.000,- (Tujuh ratus 
empat puluh tiga ribu rupiah). 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara PT Bank Danamon, Tbk 
Dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat 
adalah bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka Putusan 
BPSK dalam Pekrara aquo harus dibatalkan dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum, oleh karenanya petitum permohonan angka 2 
dikabulkan; 
2. Putusan di dalam sengketa konsumen antara PT Bank Danamon, Tbk 
dengan Indra Lesmana Pane di Pengadilan Negeri Rantau Prapat 
adalah 
a) Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK 
Kabupaten BatuBara nomor 239/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, 
tanggal 22 Septemeber 2016, b) menyatakan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara tidak 
berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh 
Termohon Keberatan atas nama INDRA LESMAN PANE, c) 
Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang 
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 743.000,- (Tujuh ratus 
empat puluh tiga ribu rupiah). 
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B. Saran 
1. Setiap perjanjian yang telah disepakati termasuk di dalamnya 
perjanjian kredit harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebaik-
baiknya dengan itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut, 
dalam hal ini debitur harus beritikad untuk melaksanakan 
kewajibannya membayar angsuran dan tidak mengada-ngada untuk 
melaksanakan upya hukum yang pada dasarnya ingin mangkir dari 
kewajibannya mengangsur kredit 
2. Perjanjian kredit yang dibuat sebaiknya tidak menggunakan klausula 
baku, namun apabila dibuat secara sepihak oleh pihak perbankan, 
dibuat secara jelas kemudian kepada debitur dibacakan dan dijelaskan 
secara detiail dan jelas sebelum penandatanganan perjanjian kredit 
tersebut 
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